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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan Obat dan Bahan Habis
Pakai Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang setiap
tahunnya semakin meningkat sehingga perlu dilakukan
penyesuaian persentasi obat dan bahan habis pakai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



15.

16.

L.

18.

19,

20.

21,

23.

dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA_CBGs)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
143);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIDIKALANG.

Pasal |

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Berita
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Berita
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 1) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) RSUD mengajukan SPD dari realisasi jumlah klaim yang
dibayarkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS Kesehatan
yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan berkenaan.

(2) Penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya
pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu kegiatan pada
Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan terdiri dari:

a. jasa pelayanan sebesar 48% (empat puluh delapan
persen);

b. bahan habis pakai dan obat-obatan sebesar 45% (empat
puluh lima persen);

c. biaya operasional sebesar 4% (empat persen); dan

d. jasa sarana sebesar 3% (tiga persen).

(4) Penerimaan dan besaran jasa pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

'y

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006



